BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam

penulisan hukum ini peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara tindak
pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak telah
sesuai dengan Pasal 184 KUHAP mengenai Alat Bukti yang sah dalam
perkara pidana yaitu menghadirkan keterangan saksi, surat Visum et
repertum dan keterangan terdakwa yang dimana dari ketiga alat bukti
tersebut menjadi alat bukti petunjuk karena adanya persesuaian antara
ketiga alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang memperkuat
keyakinan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Para
terdakwa juga telah mengakui perbuatannya sesuai dengan apa yang
dilakukannya sehingga adanya kesesuaian antara keterangan terdakwa

terhadap keterangan saksi dan surat berupa surat visum.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan
yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak terdiri dari
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Didalam
pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan dakwaan dari jaksa
penuntut umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, keterangan saksi,

keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan didalam
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persidangan. Sedangkan, didalam pertimbangan non yuridis hakim
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan anak
pelaku. Sehingga dengan memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, rekomendasi dari Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) serta Pasal 183 KUHAP, hakim telah sesuai
dalam memutus karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya
2 (dua) alat bukti yang semuanya menjadikan keyakinan hakim dalam
memutus anak pelaku disamarkan bersalah melakukan tindak pidana
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menjatuhkan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Wonosari.
B. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti dapat berikan terkait dengan

penulisan hukum ini, yaitu :

1. Penuntut umum dalam mengajukan alat bukti dalam proses pembuktian
hendaknya mengajukan lebih dari 2 (dua) batas minimum sebagaimana
diatur didalam Pasal 183 KUHAP, agar upaya pembuktian tersebut

memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan memberikan keyakinan
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bagi hakim dalam memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan

luka berat.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku/anak
yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan
terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi penerus / aset bangsa
yang tindakannya bukan merupakan kesalahan yang murni sehingga
memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur didalam UU Nomor 11
Tahun 2012 tentang SPPA, namun juga harus mempertimbangkan
keadilan dan mengupayakan pemulihan bagi korban yang diberikan oleh
pelaku serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat
umum karena pemulihan yang dilakukan merupakan pemulihan
restoratif secara konsep. Dengan adanya putusan ini diharapkan anak
pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat memberikan efek jera
serta pembelajaran untuk mengurangi kenakalan remaja yang telah
marak saat ini sehingga tidak meresahkan masyarakat umum
dikarenakan fenomena kenakalan remaja telah marak terjadi di

Yogyakarta, dan tengah menjadi perhatianpublik.
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